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Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang SIRKUIT
TERPADU (integrated circuit) adalah : suatu produk dalam bentuk jadi
atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat elemen dan sekurang-
kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang
sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu
di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk
menghasilkan fungsi elektronik

2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan diletakkan tiga
dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi
dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut
dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.



Subjek dan Objek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Subjek DTLST adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain
tata letak sirkuit terpadu, yang kepadanya negara memberikan hak pemanfaatan
desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan secara eksklusif dalam jangka
waktu tertentu (10 tahun dan tidak dapat diperpanjang), terhitung sejak DTLST itu
untuk pertama kalinya dimanfaatkan secara komersial

Jika pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak DTLST diberikan
kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain

Hak DTLST diberikan atas dasar permohonan.

DTLST yang mendapatkan perlindungan adalah yang orisinal
» Hasil karya mandiri pendesain, bukan tiruan
» Bukan merupakan sesuatu yang umum (commonplace)

» Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
ketertiban umum, agama atau kesusilaan

Hak DTLST dapat dialihkan pada pihak lain dan juga dilisensikan pada pihak-pihak
yang ingin mengambil manfaat daripadanya melalui perjanjian



Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perkembangan teknologi yang berkaitan Sirkuit Terpadu berlangsung sangat cepat. Oleh
karena itu, jangka waktu perlindungan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya

diberikan untuk masa 10 TAHUN, dihitung sejak tanggal penerimaan / sejak tanggal
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut pertama kali diekploitasi secara komersial dan

TIDAK DAPAT DIPERPANJANG. “diekploitasi secara komersial” adalah dibuat,

dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang didalamnya terdapat seluruh atau
sebagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang menandatangani
keuntungan.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus
diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sarana penghimpunan pendaftaran
yang dilakukan dalam bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memuat keterangan
tetang nama Pemegang Hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal
pelaksanaan pendaftaraan, dan keterangan lain tentang pelaksanaan pendaftaran, dan
keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan).
Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sarana pemberitahuan kepada
masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala bentuk lembaran
resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jendral, yang memuat halhal yang
diwajibkan oleh Undang-undang ini.



Pengalihan Hak

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralin atau dialihkan dengan :

1. Pewarisan

2. Hibah

3. Wasiat

4. Perjanjian tertulis, atau

5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan undangan.
Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disertai dengan dokumen
tentang pengalihan hak.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak
ketiga.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diumumkan dalam Berita Resmi
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak
pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.



Lisensi

Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat
seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
kecuali jika diperjanjikan lain.

Pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak
ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana disebutkan diatas, kecuali jika
diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
pada Direktorat Jendral.

Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang
merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dari kemungkinan
akibat tertentu dari perjanjian lisensi tersebut. Direktorat Jendral wajib menolak
pendataan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut diatas.



Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan. Permohonan

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jendral dengan

membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya harus memuat :

a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan

b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain

c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon

¢. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan

e. Tanggal pertama Kkali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah
dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.

Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan :

a. Salinan gambar atau foto uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang
dimohonkan pendaftaran

b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa

c. Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan
pendaftaraannya adalah miliknya

d. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf e.



Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

« Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu
pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan
melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.

« Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai
pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan
“bukti yang cukup” adalah bukti yang sah, benar serta memadai yang menunjukkan
bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan. Ketentuan tentang tata cara
permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Setiap permohonan
hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

« Pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Khusus untuk
pemohon yang bertempat tinggal diluar negeri, permohonan harus diajukan melalui
kuasa untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat
dokumen permohonan seluruhnyan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu,
dengan menggunakan kuasa (yang adalah pihak Indonesia) akan teratasi
persyaratan domisili hukum pemohon. Pemohon tersebut harus menyatakan dan
memilih domisili hukumnya di Indonesia.



Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

« Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagal Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah,
sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan
keputusan presiden.

« Tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan,
dengan syarat pemohon telah :

v Mengisi formulir permohonan

v’ Melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohon, dan

v Membayar biaya



Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Persyaratan ini adalah persyaratan minimal untuk mempermudah pemohon
mendapatkan tanggal penerimaan seperti didefinisikan dimuka tanggal tersebut
menentukan saat mulai berlakunya perhitungan jangka waktu perlindungan atas
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Apabila ternyata terdapat kekurangan
pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana yang telah
ditetapkan, Direktorat Jendral memberitahukan kepada pemohon atau
kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung
sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuaan pemenuhan kekurangan
tersebut. Tenggang waktu 3 bulan yang diberikan kepada pemohon untuk
melengkapi syarat-syarat yang kurang dihitung sejak tanggal pengiriman
pemberitahuan kekurangan tersebut, bukan dihitung sejak tanggal diterimanya
surat pemberitahuan oleh pemohon. Tanda pengirim dibuktikan dengan cap
pos, dokumen pengiriman atau bukti pengiriman lainnya. Jangka waktu tersebut
dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon.



Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

« Apabila kekurangan tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang telah
ditentukan tersebut, Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap
ditarik kembali. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala
bilaya yang setelah dibayarkan kepada direktorat jendral tidak dapat
ditarik kembali. Biaya seluruhnya yang telah dibayarkan kepada
Direktorat Jendral tidak dapat ditarik kembali terlepas apakah
permohonan diterima, ditolak ataupun ditarik kembali. Permintaan
penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada
Direktorat Jendral olen pemohon atau kuasanya selama permohonan
tersebut belum mendapat keputusan.



PEMBATALAN PENDAFTARAN

1.

Pembatalan pendaftaran berdasarkan permintaan pemegang hak.

Desain Tata Letak Sirkut Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat

Jendral atas permintaan tertulis yang diajukan pemegang hak. Pembatalan

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat dilakukan apabila

peneriman lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tercatat dalam

Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit tidak memberikan persetujuan

secara tertulis, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran

tersebut. Keputusan pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jendral kepada :

a. Pemegang hak

». Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

.. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak
berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.



PEMBATALAN PENDAFTARAN

2. Pembatalan pendaftaran dan gugatan perdata

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan kepada
Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan
pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disampaikan
kepada Direktorat Jendral paling lama 14 hari setelah tanggal putusan
diucapkan. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah
hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.



3. Akibat pembatalan pendaftaran

Pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menghapuskan
segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Dalam hal pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibatalkan
berdasarkan gugatan tersebut, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan
lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian lisensi. Penerima lisensi tersebut tidak lagi wajib meneruskan
pembayaran royalty yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada
pemegang hak yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran
royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak
yang sebenarnya.

Pada saat dibatalkan, ada orang lain yang benar-benar berhak atas Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan. Keadaan seperti itu dapat terjadi
apabila terdapat dua pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tetapi salah
satu diantaranya kemudian secara hukum dinyatakan sebagai pihak yang
berhak. Seiring dengan kejelasan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku,
pembayaran royalti selanjutnya harus dilakukan oleh penerima lisensi Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu kepada pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang benar-benar berhak.



Ligitasi dan Penyelesaian Sengketa dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

« Pemegang hak Desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapa saja
yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 8, yaitu membuat,
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang
yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan
Hak Desain tata letak sirkuit terpadu.

 Pelanggaran Desain tata letak sirkuit terpadu selain dapat digugat secara
perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana.

« Hak atau penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat
siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa :

a Gugatan ganti rugi, dan/atau
» Penghentian semua perbuatan

« Gugatan sebagaimana tersebut diatas diajukan ke Pengadilan Niaga.

« Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud diatas, para pihak dapat
menyelesailkan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternative
penyelesaian sengketa.



TUNTUTAN PIDANA

 Tindak pidana terhadap pelanggaran sirkuit terpadu merupakan delik
aduan. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang
berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak.

 Ada banyak perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan
delik atas tindak pidana terhadap desain tata letak sirkuit terpadu
(termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta)
antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas desain tata
letak sirkuit terpadu itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi
apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya
si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak
ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang
dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUHP Indonesia ditempatkan
sebagai delik biasa.



TUNTUTAN PIDANA

 Penempatan delik aduan terhadap kejahatan yang objeknya
adalah hak atas kekayaan Intelektual termasuk hak atas
desain tata letak sirkuit terpadu adalah merupakan kekeliruan
oleh karena dapat saja si pemegang hak tidak mengetahul
bahwa haknya telah dilanggar oleh karena peristiwva
pelanggaran itu mungkin terjadi ditempat yang jauh dari
tempat tinggalnya. Tentu saja dalam kasus ini si pemilik hak
terus menerus dirugikan tetapi ia tidak mengetahuinya. Bila
kejahatan itu termasuk pada delik aduan maka tentu si pelaku
tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama
yang bersangkutan tidak melakukan pengaduan.



TUNTUTAN PIDANA

 Dalam UU No. 32 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap
kejahatan tersebut dirumuskan sebagal berikut :

.. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
salah satu perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang
yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain
yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.



TUNTUTAN PIDANA

« Dalam UU No. 32 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut
dirumuskan sebagai berikut :

b.

Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan vyaitu tidak
menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam
Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, seluruh pegawal Direktorat Jendral atau orang yang karena
tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jendral tidak
menjaga kerahasian permohonan sampali dengan diumumkannya
permohonan yang bersangkutan atau pengalihan hak desain tata letak
sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap
dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 45.000.000,00.



SELAMAT BELAJAR
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